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"Bentangan sejarah perpajakan d1 duma mz menghampar dan zaman puamada
di-Mesir: (3000 -'SM—ZBOO SM),. Perma {500 SM), Babilonia {612.8M-539 SM),'
B .;-Romam;m SM-476.SM); India (SOD SM-550 SM], Arab {abad ke- 11), hmgga'--
. .zaman Jé_}anng pertemanari di situs j 'ngan internet : yang. terciptasdi abad_
.vinformasisini dengan dengan .s'e'geziap aspek dinamika, sofistikasi,.
: -__penyesualan»penyesuam terhadap konteks zaman yang melingkupinya.: ‘Aken
tetapi, sejarah perpa_;akan menemukan momentum politiknya dan kemudzan
:menjad1 wacana ‘dunia pada saat. pemermtahan kolonial Inggris secara
sewenang-wenang memberlakukan pajak di negara jajahannya, yaitu Amerﬁca
Serikat. “No taxation without representanon {tiada pemungutan pajak tanpa
perwakilan), demikian slogan yang pernah populer di 13 {tiga belas) koloni Inggris
pada 1750-1760 yang merupakan salah satu penyebab utama Revolusi Amerika
dengan menentang kekuasaan Raja George Ill. Kurangnya perwakilan langsung
untuk koloni-koloni di Parlemen Inggris ‘dianggap sebagai sebuah tindakan
ilegal dan bagian dari tindakan pengingkaran atas hak-hak mereka sebagai
baglan dari orang Inggns (nghts of Englishment), sehingga pemerintah kolonijal
tidak ‘berwenang memun gut pajak dari rakyat dalam bentuk apa pun juga. Slo-
'gan rekaan Jonathan Mayhew itu dipertajam oleh James Otis dengan kalimat
-yang lebih provokatif, “Taxation without representation is tyranny™ (pemunguian
pajak tanpa perwalkilan adalah tlram) Singkatnya, pemungutan pajak ‘oleh
pemerintah tanpa ditetapkan oleh lembaga perwakilan adalah sebentuk
kekunasaan yang menindas {oppressive power). Dalam konteks Indonesia, pajak
merupakan kristalisasi dari iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang—
undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara
langsung. Pajalr dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk
menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai
kesejahteraan umum. Akan tetapi, dengan banyaknya karut-marut perpa;akan
dewasa ini, epistemologi pajak semacam ini terasa jauh.

Kata kunei: Hukum Tata Negara, Pajak

Abstract

Span of the history of taxation in this world extend from the time of the pyramids in
Egypt (3000 BC-2800 BCj, Persian (500 BC), Babylon (612 BC-539 BC), Romanr (27
BC-476 BC), Indin (500 BC-550 BC), Arabic (11th century), until the time of social
networking wibesites are created in this information age with all aspects of the
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' dynarmcs scaphzstzcanon, and the ad justmenfs fothe auﬁ’ounﬁmg contexd, However, "

the. hzstory of taxation finds polmcai momenitum, and then into the world. of discorrse,
during British colemal rille arbztmniy zmpose taxes in the country towns, namely Lhe

- United States. “No Laxatzon without representaﬁon according to the ever popular

slogan in the 13 {thmeen) Bnizsh colony in 1 750-1 760 which is one of the_main
causes of the American Revolution to Fesist the reign of King George IIl. The lack of-
direct representation for the colonists in the distant British Parliament is considered
as.an zllegal act and part of the act’ of dental of their rights as part of the Fights of -

. «Englishmen), so the colonial government was not authorized to collect taxes from
.. people inthe all form The slogan created by Jonathan Ma _;hew was shmpened by. :
.- James Otis wath amnore promcatwe phrase, “Taxation without represeniaiwn is eyranny
" '..In_short tax: coilectzon by the govemment without determined: by representaiwe
.Z.=ms'tztutwns sa form of oppresswe power.In Indonesian conitext, the fax is the -
-crystalltzatlon of people’s contributions to the state treasury under the laws enforced :
' with no direct remuneration. Tax authorities levied based on legal norms o cover the

cost of production of goods and services collectively to achieve common prospenty

«Howeuver, wzth so many fax chaos today, this kmd ofiax eptstemology seemed dnsuzni

F{eyword Taxes, Cons*ztunonai Law ..j

A. ' _' Pendahuiuan :

Bentangan sejarah perpajakan di dunia ini menghampar dan
zaman piramida di Mesir (3000 SM-2800 SM), Persia (500 SM), Babilonia
612 SM- 539 SM), Romawi (27 SM-476 SM), India (500 SM-550 SM), Arab
{abad ke-11}, hlngga zaman jejaring pertemanan di situs jaringan
internet yang tercipta di abad informasi ini dengan dengan segenap aspek
dmamaka sofistikasi, dan penyesualan penyesuain terhadap konteks
zaman yang melingkupinya. _

. Akan tetap1 sejarah perpajakan menemukan momentum
pohtlknya dan kemudian menjadi wacana dunia pada saat pemerintahan
kolonial Inggris secara sewenang-wenang memberlakukan pajak di
negara jajahannya, yaitu Amerika Serikat. “No taxation without
representation” {tiada pemungutan pajak tanpa perwakilan), demikian
slogan yang pernah populer di 13 (tiga belas) koloni Inggris pada 1750-
1760 yang merupakan salah satu penyebab utama Revolusi Amerika
dengan menentang kekuasaan Raja George III. Kurangnya perwakilan
langsung untuk koloni-koloni di Parlemen Inggris (Jauh) dianggap sebagai
sebuah tindakan ilegal dan bagian dari tindakan pengingkaran atas hak-
hak mereka sebagai bagian dari orang Inggris (rights of Englishment),
sehingga pemerintah kolonial tidak berwenang memungut pajak dari
rakyat dalam bentuk apa pun juga. Slogan rekaan Jonathan Mayhew itu
dipertajamn oleh James Otis dengan kalimat yang lebih provokaiif,

“Toxation without represenfolion is furanni’ {[pemungutan.najak tanna.. ..

perwakilan adalah tirani). Singkainya, pemungutan pajak oleh
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. _pemermtah Lam:a aneta§kan ﬂleh Iembaga perwakﬂan adaiah sebentuk
_ kekuasaaﬁ yang menmcias {oppresswe power) 10 :

- Oieh karena 1‘tu, setzap pa}ak yang dxtetapkan oieh pemer ntah_
selaiu d1dasarkan pada peraturan pemndang‘undangan Ini bisa chhhat
~dari deﬁmsz umum' istilah pa;ak Kata pa_;ak merupakan tex;;ema
' .'dari kata Inggms to) tax"atau Latm ‘taxo yang berartl I estimate {saya_'

I irei)._:To_--tax diar arj. .sébag'ai_.:fto: impOs_e a ﬁ_nan_cz’a@ ;chqu_ge or. 6_th '
' _ 'levy upona ta.xpayer (an zndwzdual or egal enagg) bya state or the functzon I

L equ‘ alent ofa state.such that fdzlure to pay is pumshable by law Definisi

‘umum - pajak adg_lah pengénaan b1aya keuangan ata _punguta.n lamnya_';'
-'.pa a seorang wa_ub pa_]ak ang perseorangan atau badan’ hukum} oleh_-
negara dan pelanggaran ter . adapnya dapat d1kenakan pzdana Rumu an.

-berdasarkan undang—undang ——sehmgga dapat dzpaksakan—— dengan
'udak mendapat balas | jasa secara 1angsung Pa;ak dlpungut penguasa
berdasarkan peraturan pemndang~undangan untuk menutup biaya produk31
barang barang dan _]asa kolektxf untuk mencapau kesejahteraan umum

B, ?ajak dan Kese;ahteraan Umum

Stuch mengenal sosmlog1 fiskai selalu menggambarkan bahwa pajak
merupakan sesuatu yang sentral dalam membangun negara (taxation
was central to state- building).? Soeparman Soemahamidjaja
menggarisbawam bahwa pajak merupakan iuran wajib, berupa uang
atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan normamorma
hukum, guna menutup biaya produksi barang—barang dan _]asa—_}asa
kolektif dalam mencapai kese_}ahteraan umumn,?

Menurutnya terdapat beberapa teori yang mendasari adanya
pemungutan pajak, yaitu teori asuransi, yang mengandaikan negara
mempunyai tugas untuk melindungi warganya dan segala
kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta
bendanya Untuk perlmdungan tersebut diperlukan biaya seperti
iayaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran
premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada
negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan
dengan perusahaan asuransi. Kedua, teori kepentingan yang

! ‘Tentang hal ini lihat misalnya Daniel A, Smith, Tax Crusaders and The Politics of Direct Democracy
{New York: Routledge, 1998}, hlm. 21-23,

*  Michael L. Ross, Dogs Taxation Lead to Represeniation? {Cambridge: Cambridge University Press,
2004‘-3 hlm. 231.
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mengandazkan dasar pemungutan pajak aciaiah adanya §<epent1ngan dan .
masing- masmg warga. negara Termasuk kepe-z mgan dalam
peﬂmdungem jiwa dan harta,” Qemakm tinggi tmgkat kepentingan

go! lmdungan maka semakm tmg ﬁula pajak vangt harus dibayarkan

ntmgan perhndunga*z orang miskm lebih tmggl ciarrpada o ang kaya
Ada perhndu”wan Jamman sosial,’ kesebatan dan 1a1n ?axn Bahkap
orang yang xmskln _;ustru dabebasifaﬂ dart beban pajak

for the common Defence and geneml Welfare af the United States”, ‘Keten‘tuan
ini dzpf:rkuat oleh Amaqdemen ke- 16 Konstlmszl Amenixa Senkat yang
dangar\ tegas men jataﬁan bahwa “The Congress shall have power to lay
and collect z‘axes on incomes, from whatever source derwed wtthouf
appomonment among the several States, and without regard to any census
or enumeration.” Pasal tersebut seperti memberikan konfirmasi bahwa
kekuasaan z,ertmggi untuk memungut pajak terletak di tangan Kongres
di mana nemungutan pajak ini selalu terkait dengan aspek yang sangat
;«:mmal yakm kese}ahteraan masyarakat (social welfare).

' '_ Dalam konteks Indonesia, Pasal 3A Perubahan Ketiga Undang-
Undaﬁg Dasar 1945 ‘menyatakan bahwa “Pgjak dan pungutan lain yang
bersy‘at memaicsa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undarng.”
Sebagai bentuk akomodasi atas maksim “tiada pemungutan pajak tanpa
perwakilan”, Dewan Perwakilan Daerah iloat membahas Rancangan Undang-
Undang yang berkaitan dengan pajak dan melakukan pengawasan atas

pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak (Pasal 22D
Pembahaﬂ Ketiga Undang-Undang Dasar 1943). Pajak yang ada di Indonesia
merupakan kristalisasi dari iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada
mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa
berdasarkan porma-norma hukum untuk menutup biaya produksi
barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Seb'agaimana dijelaskan halaman Wikipedia.org, ada berbagai
macam teori mengapa pajak harus ada dalam sebuah negara. P.J.A.
Adriani, misainya, menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat
kepada negara {yang dapat dipaksakan) vang terutang oleh vang wajib

Lembayarnya menurut. peraturan. ~peraturan-umum-fndang-undamge

dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk
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Epistemologi Pajak, Perspeksif Bulkum Tata Megara

dan.yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
wmunt b@rhubung tugas negara untuk menyelenggaral{an pemenntahan
Dalam perapektif agak berbeda Rochmat Soemxtre menegaskan
bahwa pajak adalal iaran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan
‘undang-undang (yang dapat- dﬂpaksakan} ‘dengan tiada: mendapat Jasa
timbal’ (kontra prestasx) ‘yang Iangsung dapat ditunjukkan ‘dan yang
'.dzgunakan untuk membayar pengeluaran’ umum Definisi tersebut
' kemuchan d1k0re}£smya yang: berbuny1 sebagai benkut Pajak adaiah
: perahhan kekayaan dari: pihak rakyat kepada Kas Negara umuk memblayaz

'.pengeluaran Tuting dan surplusnya digunakan untuk publzc saving yang_

'merupakan sumber utama: untuk membxayaz public investment. s i

Sedangkan menumt Sommerfeid Ray M ; Anderson Herschei M '

dan Brock Hcrace R, pajek adalah suatu pengahhan sumber dari sektor
swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pela_nggaran hukum, namun
wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang dltetapkan lebih dahulu
tanpa’ mendapat unbalan yang langsung dan proporsional, agar pemermtah
dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemenntahan &

Dari perspektif ekonomi pajak dipahami sebagai beralihnya sumber
daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini
memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi
men_]adz berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam
menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan
jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam
penyediaan barang dan jasa pubiik yang merupakan kebutuhan masyarakat 7

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut
Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya
undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara
untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara,
negara mempunjai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut
dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan
hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus
berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian
hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak
sebagal pembayar pajak.®

Lihat hitp:/ /id. wikipedia.org/ wiki/ Pajak, diakses pada 7 Maret 2011,
Ibid,
Td.
Tiiel,
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- Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan
negara, namun ada fungsi lain yang juga penting, yaitu sumber keuangan
negara (budgetair). Pemerintah memungut pajak sebagai sumber
zaenerimaan negara yang digunakan untuk membiayal pengeluaran-
pengeluaranmya baik bersifat rutin maupun pembangunan. Negara
seper"h ‘halnya rumah tangga yang memerlukan sumber-sumber
keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Sebagai contoh,
dlmasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri
denaan tujuan membxayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Selain

_ 1tu fung31 pengatur atau fungsa non-budgetair {regulerend) juga men_;adl_ :
sesuatu vang, pentmg Di samping usaha bahwa pajak sebagai
pemasukan dana uniuk kegunaan kas s negara, pajak juga harus
dlmaksudkan sebacrai usaha pemerintah yang merupakan alat untuk
mengatur melaksanakan hukum di bidang sosial dan ekonomi serta
sebagal alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di
huar badang keuangan dan bilamana perlu pemerintah turut campur
cialam mengatur serta mengubah susunan pendapatan dan kekayaan
daiam sektor swasta.?

' Oleh karena itu, Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketigé atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah
“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak
mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperiuan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

£, Kembali ke Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak sudah banyak dikemukakan oleh para ahli,
khususnya Adam Smith dalam magnum opus-nya, An Inquiry into the Nature
and Causes of the Wealth of Nations atau yang biasa dikenal dengan The
Wealth of Nations saja, yang secara khusus mengajarkan The Four
Maxims {empat kaidah) pemungutan pajak yang berisi empat asas
penting. Pertama, equalify (asas keseimbangan dengan kemampuan atau
asas keadilan) yang mengandaikan bahwa pemungutan pajak yang
dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan
penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif
terhadap wajib pajak. Kedua, certainty (asas kepastian hukum) yang
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menentukan bahwa semua pungutan pajak harus ‘Derdasarkan unda,ng-"
undang, sehmgga bag1 yang melanggar akan dapat. dzkenm sanksx
hulum. Ketiga, convenience of payment (asas pemungutan pa_;ak yang
tepat wakiu atau asas kesenangan), yang mengharuskan pajak harus
dlpungut pada saat yang tepat bag1 Wajlb pajai«: (saat yang pahng ba1k)

mlsalnya di saat Wa_ub pajak baru menerima penghasﬂannya atau di
saat Wapb paj ak menenma hadiah’ Keempat asas efﬁczency (asas efismn
;atau asas ekonomas} yang mewaﬁbkan blaya pemungutan pajak'

'dmsahakan sehemat mungkm Jangan sampa1 ter_]adx bzaya pemungutan
____'pajak 1eb1h besar dan hasxl pemungutan pajak O

: Selam asas aSas tersebut W. J. Langen Juga memperkenalkan asas"
: .pemungutan pajak dalam perspektaf yang agak berbeda. Pertama, asas
daya pikul, di mana besar kecilnya pajak yang dipungut harus
berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin t1ngg1
penghasﬂan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. Kedua, asas
manfaat di mana pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan
untuk keglatan -kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

Ketlga asas kesegahteraan, di mana pajak yang dipungut oleh negara
d1gunakan untuk menmgkatkan kesejahteraan rakyat. Keempat, asas
kesamaan di mana dalam kondisi vang sama antara wajib pajak yang
satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama '
{diperlakukan sama}. Keempat, asas beban yang sekecil-kecilnya,’ d:
mana pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-
rendahnya) jika dibandinglan sengan nilai obyek pajak, sehingga tidak
memberatkan para wajib pajak.!!

Di sisi lain, Adolf Wagner mengemukakan asas-asas pemungutan
pajak dalam angle yang agak berbeda. Pertama, asas politik
finansial yang menentukan bahwa pajak yang dipungut negara
jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua
kegiatan negara. Kedua, asas e¢konomi yang menentukan bahwa
pehentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajal;
barang-barang mewah. Ketiga, asas keadilan yang menentukan bahwa
pemungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi dan untuk
kondisi yang sama diperlakukan sama pula. Keempat, asas administrasi
yang menentukan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan
mempertimbangkan kepastian perpajakan {kapan dan di mana harus
membayar pajak}, keluwesan penagihan (bagaimana cara

® Lihat hitp:/ /id, wikipedia.org/wili/ Paiak, diakses pada 8 Maret 2011

W Ibid.
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membayamya) dan besarnya blaya pa;al{ Keempat, asas yundls yang
mezwemukan bahwa - segaia pemungutan pa_;ak harus Lsrdaaarkaﬂ
Un_" ng-Undang 12 AR A '

. -A's'pek 1&1:1 yang berkenaan dengan p&mungmaﬂ pa_]al" ﬂan semﬂg
dzgunakan oleh negara sebagaz lanciasan untulk ""nengenakan pajak
adalah asas dormsﬂl atau dzsebut _}uga asas kependudurcan (domzczie/
reszdence pnnc:ple) Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan..
pagak atas suatu penghasﬁan yang dzterxma atau chperoleh orang g:_nnbad
aa.au badan aﬁablla untuk kepentm@an perpajakan oraﬁg pnbach tersebui’ o
mempakan penduduk (reszdent) atau berdomisili di- negara itu atau'
apabﬂa badan yahg bersangkutan bﬁrkedudukan di negara 1tu Daiam kaitan
ini; ‘tidak dipersoalkan dari mana" a@nghasﬂan yang aﬁan dzl{enaxqan '
Bajak tha berasal Itulah sebabnya bagl negara yang menganut asas m1
sistem pengenaan pajak terhadap pe"lduduk-nya mengg&buiwkan asas
domisili {kependudukan} dengan konsep peqcena@m pajak atas :
penghas;lan bailk yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang
dipereleh di luar négeri fworld-wide ncome concept) B

Kedua asas su-nber Negara yang menganu‘c asas sumber akan
me-zgena;gan paj jak atas suatu penghasilan yang diterima atau chpemieh
orang pnbadx atau badan hanya apabila penghasﬂan yang akan dlkenakan
pajak’ 1tu dlperolen atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang
bersangkutan dari sumber-sumber vang berada di negara itu. Dalam
asas 1n1 tidak menjadz persoalan mengenai mapa dan apa status dan
orang ‘atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab vang
menjadi lJandasan pengenaan pajak adalah objek pajak vang timbul atau
berasal dari negara itu. Contoh, bagi tenaga keria asing bekerja di
Indonesia, penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan payj ak
oleh pemerintah Indonesia,!*

. Ketiga, asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga
asas kewarganegaraan (nationality/ citizenship principle). Dalam asas ini,
yén_g menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan
dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas
ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan
dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem
péﬁgenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan

2 Ihid.
1B Iid.

B Red
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cara menggabungkan asas 1 amonahtas dengan konsep pengenaan pa_]ak_" i
atas world wzde :ncome 15 -.;f o

i Keempat terdapat be berapa perbedaan pnnszpzl antara asas dOIIllSﬂl
' .:atau kep&ndudukan dart ‘asas naswnairtas atau kewarganegaraan dissatu '_
~.pihak; dengan asas sumber d1 plhak lamnya Mlsainya, pada: kedua asas_'

" 'yang chs&abut pertama kntena yanrr dljadzkan landasan kewenangan_.
o negara ntuk mengenakan pajak adalah status su’ryek yang: akanf- -
'dzkenaka__ -pajak yaitu ‘apakah yang bersangkutan berstatus sebagal:
Cpe ukatau berdoml i '._{da,,am asas domlszh) atau berstatus sebaga;._"'_' '
o fwarga'negé‘ra (daiam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasxkan"-__'_
_ __}adl objek Pajak: t1ciak1ah bﬂgltu pentmg Sementara it pacia:::_
' asas sumber yang menjada 1andasannya adalah.status. ob_;eknya yaztu
apakah ob_}el». yang akan dikenakan pajak bersumber dari- negara ity
atau -tidak. Status dari orang.atau. badan :yang memperoleh atau_

. menerima p@nghasﬂan tidak begitu penting. Selain itu, pada kedua asas
yang chsebut pertama pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang
dzperoleh di mana; saJa {worfd—unde income}, sedangkan pada asas sumber,
penghasﬂan vang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada"
penghasﬂan -penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada
di negara yang bersangkutan 18-

Kebanyakan negara tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja,
tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili
dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber,
bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus. Dalam konteks Indonesia,
dari ketentuan-keteniuan yé{'ng dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1994, khususnya yang mengatur mengenai sub_;ek
pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut
asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannycéi.
Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu
khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek
pajak untuk orang pribadi,l”

. Sebagai perbandingan, Jepang, misalnya, untuk individu yang
merupakan penduduk (resident individual) menggunakan asas domisili,
yang berdasarkan asas ini seorang penduduk Jepang berkewajiban

B Jbid,
% Ihid,

v, o
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-membayar - ‘pajak penghasilan atas keseluruhan penghasilan Vang

ﬁi_gerolehny&, ‘baik yang dipercleh di Jepang maupun di uar Jepang.
Qémentara itu, untuk yang bukan penduduk fnon-resident} Jepang, dan
'i}adan badan usaha luar negeri. berkewajiban untuk membayar pajak
neughasﬂan atas setiap penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber
di. J epang. Sedangkan-Australia, untuk semua badan usaha milik negara
maupun swasta yang berkedudukan di-Ausiralia; dikenakan pajak atas
sehuruh penghasﬂan yang diperoleh dari seluruh sumber penghasilan.
wementara itu, untuk-badan usaha luar negeri, hanya: d1kenakan nzsgak_-

" atas penghasﬂan dari: sumber yang acia diAustralia,®®

Beberapa aspek pentmg ‘berkenaan dengan asas-asas daiam'
pemunguta‘z pajak di atas patut digelorakan kembali di- tengah-tengah
krisis kredibilitas lembaga yang berwenang di bidang perpajakan akibat
ulah segilintiv oknum dalam aktivitas mafia pajak vang terungkap
belakangan ini. Sebagai penutup, perlu dibangun kesadaran uniuk
kembali ‘menginsyafi- bahwa pajak dipungut penguasa berdasarkan
norma-nerma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan_
jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Epistemologi pajak
semacam ini patut menjadi benchmark kebijakan bagi siapa pun pihak
yang dipercaya sebagai pengambil keputusan di bidang perpajakan.
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